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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpilan bahwa 

sanksipelaku persekusi sebagai berikut: 

1. Pelaku persekusi yang bisa dikenakan sanksi menurut  Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE yaitu pelaku persekusi seperti 

pemerasan atau pengancaman, kesusilaan dan penghinaan yang terdapat 

dalam pasal 27 dan 28. Jika dilihat dari unsur-unsur tindak pidana terhadap 

pelaku persekusi telah memenuhi unsur objektif dan subjektif dari tindak 

pidana tersebut dengan sanksi hukumanya terdapat pada pasal 45 dengan 

pidana penjara selama 6 bulan. 

2. Adapun sanksi pidana pelaku persekusi menurut hukum Islam adalah 

qhisas dan diyᾱt. Qihsᾱs adalah tindak pidana yang berkaitan dengan 

pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh 

atau melukai seseorang, hukuman qihsᾱs adalah perlakuan yang sama 

kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukanya. Hukuman 

qihsᾱs dapat gugur apabila pihak korban memaafkan pelaku dan hukuman 

penggantinya ialah diᾱt. Diyᾱt adalah sejumlah harta yang dibebankan 

kepada pelaku karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau 

penganiayaan) dan di berikan kepada korban atau walinya. Karena 

hukuman qihsᾱs merupakan hak pribadi. 
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B. SARAN 

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mencoba memberikan 

kontribusi saran kepada penegak hukum dan masyarakat, untuk tidak 

melakukan tindakan persekusi: 

1. Dalam penjatuan sanksi pada suatu tindak pidana baik yang sudah 

terbukti ataupun yang belum terbukti harus dengan atauran yang 

berlaku pada negara. Konsep penegakan hukum menurut hukum positif 

dalam hukum Islam semua orang memiliki kedudukan yang sama. 

Maka dilarang bagi siapapun untuk memperkusi seseorang tanpa 

melaporkannya terlebih dahulu kepada aparat hukum untuk 

menindaklanjuti perbuatan tindak pidana yang terjadi. 

2. Untuk penegak hukum pidana (jaksa, hakim terutama polisi) agar lebih 

tangkap dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang dianggap telah 

melanggar aturan hukum yang berlaku, serta cepat dalam menindak 

laporan dari masyarakat terkait telah terjadi tindakan yang dianggap 

melanggar peraturan yang berlaku di negara. 
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